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ABSTRAK - bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komite Pengawas Perpajakan perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai tugas, wewenang, jumlah anggota, dan
masa kerja Komite Pengawas Perpajakan, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 54/PMK.09/2008.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang Komite Pengawas Perpajakan adalah
komite non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri
Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan
pelaksanaan administrasi perpajakan, dengan lingkup tugas pengawasan
meliputi instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan clan instansi
yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan baik di bidang
pajak, kepabeanan, dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 2 diubah, yaitu tentang Komite Pengawas Perpajakan dipimpin
oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan ditunjuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 3 diubah, yaitu tentang pelaksanaan tugas pengawasan,
Komite Pengawasan Perpajakan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang Komite Pengawas Perpajakan dibantu
oleh suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 7 diubah yaitu tentang Segala biaya yang timbul dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian
Keuangan.

CATATAN .- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 April 2016 dan diundangkan
pada tanggal 27 April 2016.
Lampiran : 6 Halaman



